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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik dalam menjalankan good governance dengan
meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan sistem pemerintahan. Mewujudkan
pemerintahan yang baik (good governance) yang terkait dengan otonomi daerah
(Otoda) dibutuhkan sumber daya aparatur pemerintah daerah memiliki kemampuan
yang kompeten, sedangkan kemampuan sumber daya manusia saat ini masih
sangat lemah, sehingga diperlukan upaya peningkatan kemampuan pemerintahan
daerah, yang disebut Capacity Building for Local Governance. Upaya peningkatan
kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur pemerintah daerah serta upaya
peningkatan kinerja.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggungjawab secara efektif dan
efisien dengan menjaga hubungan pada stakeholder internal maupun eksternal.
Sistem administrasi negara termasuk dalam cakupan upaya mewujudkan good
governance yang berlaku pada suatu negara secara menyeluruh. Upaya
perwujudan good governance dapat dilihat dari menciptakan landasan demokratis
pada penyelenggaraan negara serta dapat dilakukan pembenahan
penyelenggaraan pemerintahan.

Aparatur Negara atau birokrasi pemerintahan negara memegang peranan
yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kebijakan
reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 yaitu
Indonesia Maju. Proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan

pembangunan tahun 2045 menjadi pusat utama dalam bentuk pencapaian



infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta
kesejahteraan rakyat.

Era yang kompetitif pada masa kini, Manajemen Sumber Daya Manusia
(MSDM) memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang
terjadi. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam
suatu organisasi atau perusahaan. Keberadaan instansi, organisasi atau
perusahaan menjadi fokus utama dalam persaingan yang ketat ini. Sumber daya
manusia harus dikelola dengan sempurna untuk meningkatkan kualitas suatu
organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia
merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhan
organisasi atau instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Upaya peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas dalam
mengembangkan potensi diri dengan semaksimal mungkin terhadap kemampuan
individu. Sumber daya manusia yang memiliki kemampuan terhadap persaingan,
maka sumber daya manusia memiliki sifat kompetitif yaitu produktif dan kreatif.
Kemampuan sumber daya manusia yang kreatif dapat menciptakan inovasi baru,
untuk itu sangatlah penting pengembangan sumber daya manusia dalam
organisasi.

Penataan manajemen sumber daya pegawai, dan penataan kelembagaan
menjadi bagian dari unsur pemerintahan yang memperoleh perhatian lebih dalam
mengenai proses birokrasi pemerintahan, dikarenakan misi dari reformasi birokrasi
ialah membangun aparatur negara yang mampu menjalankan tugas serta
tanggungjawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan
secara berdayaguna. Adapun, tujuan reformasi ialah membentuk birokrasi yang
bersih dengan melakukan pencegahan praktek KKN, serta mewujudukan birokrasi

yang efektif dan efisien.



Instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan
perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut
kelembagaan atau organisasi, sumber daya manusia dan ketatalaksanaan. Sejak
reformasi birokrasi bergulir, berbagai kebijakan terkait perubahan telah dikeluarkan
oleh pemerintah melalui program reformasi birokrasi untuk memperoleh manajemen
sumber daya manusia aparatur yang lebih efektif (Fathya, 2017). Program
reformasi birokrasi ini dengan penataan struktur birokrasi, penataan jumlah, kualitas
dan distribusi PNS, dan sistem seleksi dan promosi secara terbuka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara pada pasal 56 Ayat 1 mengemukakan bahwa setiap instansi pemerintah
wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Adapun format penyusunan
analisis jabatan dan analisis beban kerja harus berpedoman pada aturan yang
berlaku saat ini yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja mengenai pelaksanaan analisis jabatan
dijelaskan bahwa tujuan reformasi birokrasi adalah membangun aparatur negara
agar mampu mengemban misi, tugas dan fungsi secara bersih, efektif dan efisien
guna meningkatkan pelayanan publik yang lebih unggul. Berdasarkan peraturan
tersebut pada pasal 1 ayat 15 menjelaskan bahwa analisis jabatan adalah proses
pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi
informasi jabatan dan pada ayat 17 dijelaskan bahwa analisis beban kerja adalah

teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi



mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan
volume Kerja.

Analisis jabatan memiliki peran penting dalam manajemen organisasi yang
menentukan isi pada jabatan yang dideskripsikan melalui tugas pokok, tanggung
jawab, kewenangan, fungsi, tingkat pendidikan, keadaan kerja dan keahlian agar
pegawai dapat melaksanakan apa yang ditugaskan pada jabatan yang diembannya
(Tamara, dkk., 2021). Haryanto (2021) mengemukakan bahwa analisis jabatan
menjadi landasan atau pedoman pada organisasi untuk rekrutmen atau penerimaan
pegawai, penempatan serta penentuan jumlah pegawai yang dibutuhkan dalam
sebuah organisasi.

Salah satu faktor yang menyebabkan kualitas hasil analisis jabatan dan beban
kerja menurun karena prosesnya tidak melibatkan prosedur atau teknik yang benar
atau tidak efektif. Sehingga perlu dilakukan dengan metode yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah agar perhitungan kebutuhan pegawai dalam
perencanaan SDM lebih rasional dan sesuai kebutuhan serta hasilnya dapat
digunakan sebagai pedoman merekrut, menyeleksi, dan menempatkan pegawai
dalam organisasi.

Kantor Kelurahan Tompobalang salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah
Kabupaten Gowa yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati Gowa melalui Kecamatan Somba Opu. Fungsi
utama kantor tersebut adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban
umum serta lingkungan hidup dalam satu wilayah kelurahan yang berada di wilayah
kerja kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, narasumber mengemukakan
permasalahan yang terjadi di Kantor Kelurahan Tompobalang mengenai analisis

jabatan dan analisis beban kerja. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara



peneliti dengan admin kepegawaian mengatakan bahwa “Analisis jabatan dan
analisis beban kerja masih menggunakan format lama yang berpedoman pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang pedoman analisis jabatan
analisis beban kerja, hal ini analisis jabatan dan analisis beban kerjanya belum
diperbaharui sesuai dengan ketetapan format baru yang tertuang pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2020 Tentang pedoman analisis jabatan dan analisis
beban kerja.

Uraian penjelasan di atas, dapat diidentifikasi masalah analisis jabatan dan
analisis beban kerja pada Kantor Kelurahan Tompobalang Kabupaten Gowa serta
pernyataan yang tertuang dalam peraturan menteri, maka peneliti tertarik untuk
mengambil judul penelitian “Penyusunan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban

Kerja Pada Kantor Kelurahan Tompobalang Kabupaten Gowa”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan
masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana proses penyusunan
analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Kantor Kelurahan Tompobalang

Kabupaten Gowa ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan penyusunan analisis
jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan format baru yang telah ditetapkan
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan

Analisis Beban Kerja.



D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan
penelitian, yang telah diuraikan di atas, penulis berharap penelitian dan karya ini
dapat bermanfaat sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian dan karya ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan
terhadap ilmu pengetahuan, terlebih khusus terhadap pengetahuan analisis jabatan
dan analisis beban kerja, serta diharapkan bisa menjadi rujukan dalam penelitian
selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
Bagi instansi yang terkait dengan penelitian ini diharapkan bisa menjadi
masukan dan pertimbangan untuk menentukan deskripsi pekerjaan, baik itu tugas,

wewenang serta tanggung jawab dalam suatu jabatan dengan rincian yang jelas.
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